
  
 
 

 

 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 
NOMOR : 3 TAHUN  2013 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG                    

NOMOR 6  TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 5 TAHUN 2004 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG 
NOMOR 6 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARAWANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum, BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan 
berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan 
praktek bisnis yang sehat; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, 
Tarif layanan  BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala 
Daerah dan disampaikan kepada pimpinan DPRD;   

  c. bahwa  untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b,  
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 1999 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 
6 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada 
Rumah Sakit Umum Daerah, perlu dicabut karena bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan 
Daerah Kabupaten Karawang tentang Pencabutan Peraturan 
Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 1999 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 



 

1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit 
Umum Daerah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 


